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Abstrak 
Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan strategi implementasi yang efektif dalam 
peremajaan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Dari evaluasi kegagalan upaya pemerintah dalam 
peremajaan permukiman kumuh di Angke, Kemayoran dan Pulo Gadung disusun sebuah analisa multi 
tujuan (multi goal analysis) dengan pendekatan multidimensional yaitu dimensi ekonomi, sosial, 
budaya, teknis, dan planologis. Hasil analisa menunjukan bahwa peremajaan lingkungan kumuh 
menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan masalah 
lingkungan kumuh harus didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang bersifat 
partisipatif dari semua stake holder. Pola relokasi dan penataan permukiman kumuh dengan 
membangun rumah susun sederhana yang disewakan kepada penghuni lama lebih sesuai untuk 
kasus status tanah ilegal, lokasi kurang strategis, pekerjaan penduduk berpindah, dan daerah 
permukiman yang kecil. Pola Pembangunan rumah susun sederhana dan penghuni lama diberi ganti 
rugi yang cukup untuk membayar uang muka KPR rusun tersebut lebih sesuai untuk kasus status 
tanah legal, lokasi kurang strategis, pekerjaan penduduk tetap, dan daerah permukiman yang besar. 
Pola pelibatan peran swasta untuk pembebasan tanah dan pembangunan dari permukiman kumuh 
menjadi kawasan permukiman, pertokoan, dan perkantoran dengan sistem subsidi silang lebih sesuai 
untuk kasus status tanah legal, lokasi sangat strategis, pekerjaan penduduk tetap atau berpindah, dan 
daerah permukiman yang besar. 
 
Kata kunci :  permukiman kumuh, stake holder, relokasi, urbanisasi 
 
 
1. Pendahuluan 
 Urbanisasi dan munculnya permukiman kumuh di perkotaan adalah fenomena dunia, baik di 
negara maju lebih-lebih di negara berkembang. Jumlah penduduk kota di negara berkembang pada 
tahun 2000 telah menjadi lebih dari 5 kali lipat dari keadaan di tahun 1920.  Urbanisasi cenderung 
meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan, karena menurut 
data ada hubungan yang nyata antara jumlah penduduk perkotaan dengan dengan GNP perkapita 
(Judohusodo,1991: 2). 
 Para pendatang yang berbondong-bondong datang dari pedesaan itu (urbanites) di negara-
negara berkembang, karena kondisi sosial ekonominya yang rendah, biasanya mengakibatkan 
tumbuhnya permukiman liar (squatter) dan merosotnya kondisi hunian yang mereka tempati menjadi 
permukiman kumuh (slum). Menurut perkiraan pada tahun 1987 kurang lebih 1 milyar penduduk 
perkotaan dunia berdiam di perumahan yang kurang layak di negara-negara berkembang. Pada 
periode 1987-2000 akan bertambah sejumlah 750 juta orang lagi yang harus ditampung oleh 
perkotaan yang telah padat dengan slums dan squatters.  
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Pada tahun 1989, keadaan permukiman kumuh di  kota-kota besar di Indonesia 
(Judohusodo, 1991: 3) antara lain adalah sebagai berikut : 
 Jakarta     :   4.481   Ha,  meliputi 2.377.000 jiwa   (26%) 
 Bandung   :     402    Ha,   meliputi 205. 465 jiwa    (20%) 
 Semarang :   2.244   Ha,   meliputi 438.688 jiwa     (22%) 
 Surabaya  :   2.196   Ha,   meliputi 900.870 jiwa     (25%) 
Dari data dari tahun 1961 sampai dengan 1989 selama 28 tahun penduduk Jakarta telah 
bertambah 2,5 kali lipat, sementara itu penghuni permukiman kumuh bertambah dengan hampir 3,5 
kali. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini memang semakin banyak dihuni oleh permukiman kumuh, 
suatu gejala umum bahwa lingkungan kumuh selama ini memang semakin bertambah jumlahnya, 
semakin luas daerahnya, dan semakin buruk keadaan lingkungannya (Judohusodo, 1991: 3). 
 Apabila tidak secara serius ditangani maka permukiman kumuh memiliki dampak yang cukup 
besar pada pemerintah dan masyarakat perkotaan. Hunian liar pada dasarnya adalah pelanggaran 
hukum, sebab didirikan secara ilegal diatas tanah yang bukan miliknya dan dibangun secara ilegal 
tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku (misalnya IMB). Bila dibiarkan terus, kecenderungannya 
akan meluas dan menjurus pada ketidaktertiban umum seperti yang banyak terjadi di banyak negara 
Amerika Latin.  
Apabila penghuninya sudah terorganisir, pemerintah akan mengalami masalah berat untuk 
menertibkannya dan dapat menjadi sumber kerawanan sosial-politik. Kondisi permukiman yang sangat 
padat dan kumuh menimbulkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat, memberi peluang 
kriminalitas, dan terganggunya norma tata susila. Dengan tidak mengindahkan persyaratan teknis dan 
tidak teraturnya tata guna tanah maka pada permukiman kumuh akan mudah terjadi kebakaran dan 
sering menimbulkan bajir sehingga memperburuk kondisi lingkungan perkotaan secara keseluruhan. 
Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan upaya pemerintah dalam beberapa 
kasus peremajaan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Data dan kondisi yang ada kemudian dianalisa 
guna mendapatkan rumusan strategi implementasi yang efektif dalam peremajaan permukiman kumuh 
di DKI Jakarta di masa yang akan datang. 
 
2. Karakteristik Permukiman Kumuh 
 Secara umum definisi dari lingkungan permukiman kumuh sesuai dengan definisi dari Bank 
Pembangunan Daerah DKI adalah sebagai berikut:  
 Lingkungan permukiman berpenghuni padat ( melebihi 500 orang per Ha ).  
 Kondisi sosial ekonomi penduduk yang rendah. 
 Jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar. 
 Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. 
 Dibangun diatas tanah negara atau tanah milik orang lain diluar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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 Permukiman kumuh tidak selalu liar dan permukiman liar tidak selalu kumuh. Hunian liar 
dikaitkan dengan status kepemilikan di atas tanah yang bukan haknya. Sebagian besar permukiman 
liar di perkotaan berada diatas tanah negara. Di Jakarta dari 4.400 Ha permukiman kumuh, 2.600 Ha 
adalah tanah negara yang berarti merupakan permukiman kumuh sekaligus liar. Dalam lingkungan 
permukiman kumuh luas hunian perkapita yang layak yaitu 10 m2  tidak dapat terpenuhi. Bahkan 
sering terjadi bahwa satu ruangan yang kurang dari 20 m2 dihuni 5 jiwa. Ini berarti kepadatannya bisa 
mencapai 2.500 orang/Ha.  
 Menurut penelitian Kelompok Pengkajian Sistem Perkotaan BPPT setelah mengamati 
permukiman kumuh di Jatianyar, Karanganyar, Manggarai, Pisangan Baru, dan Warakas,  penghuni 
permukiman kumuh di daerah tersebut ternyata beraneka ragam. Hampir 78% penghuni permukiman 
kumuh tersebut berpendidikan SLTP kebawah dan 71% berpenghasilan di bawah Rp 150.000 
(Komarudin, 1997: 83). 
 Pola spasial permukiman kumuh di perkotaan secara umum dapat dibagi menjadi 3 golongan 
(Tambunan, 1991: 26) : 
 Pada kota-kota metropolis, pola spasialnya adalah berlokasi di lingkar luar yang mengelilingi CBD 
(Central Business District) dan sedikit di lingkar luar CC (Civic Centre). 
 Pada kota-kota menengah umumnya berlokasi di daerah suburb dan relatif sedikit di tengah kota. 
 Pada kota-kota mikropolis lokasinya tersebar sepanjang jalan (linear).  
 Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah baik berupa penyediaan rumah baru melalui 
fasilitas KPR-BTN dan program KSB (Kapling Siap Bangun), melengkapi upaya-upaya KIP (Kampung 
Improvement Program), Program-program peremajaan melalui Inpres No.5 tahun 1990 tentang 
Peremajaan Pemukiman Kumuh di atas Tanah Negara, disamping program-program penunjang 
lainnya.  
Menurut Inpres Nomor 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh di atas Tanah 
Negara, peremajaan permukiman kumuh diartikan sebagai pembongkaran sebagian atau seluruh 
permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan kemudian 
di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susun serta bangunan-
bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Inpres tersebut juga 
menegaskan bahwa peremajaan permukiman kumuh perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh 
instansi-instansi terkait dan perlu mendorong keikutsertaan BUMN, BUMD, Yayasan, Perusahaan, dan 
masyarakat luas.  
 Ada beberapa pola peremajaan permukiman kumuh yang telah dan sedang diterapkan di 
DKI Jakarta. Lingkungan kumuh yang diremajakan terdiri atas lingkungan pada lokasi strategis yang 
mendukung fungsi kota, kurang strategis tetapi secara komersial punya potensi, kurang strategis tetapi 
cocok untuk daerah permukiman, di daerah perdagangan, dan di daerah berbahaya (bantaran sungai, 
jaringan listrik tegangan tinggi, rel KA). Peremajaan permukiman kumuh sering dikaitkan dengan 
pembangunan rumah susun dan penerapan subsidi silang. Penghuni lama disubsidi oleh penghuni 
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baru yang akan tinggal di rumah susun. Demikian juga pada penyewa fasilitas perkantoran, pertokoan, 
dan perdagangan memberikan subsidi pada penduduk asli. 
 Sebagai contoh penanganan permukiman kumuh penulis mengambil kasus 3 kawasan 
permukiman kumuh yaitu Angke, Kemayoran, dan Pulogadung (Komarudin, 1997:92-93). Permukiman 
Kumuh Angke diremajakan melalui keterpaduan proyek yang ditangani Proyek Perbaikan Kampung 
(Bappem MHT) dan pembangunan rumah sewa bertingkat (PD Pembangunan Sarana Jaya). Setelah 
tanah dibebaskan dan rumah digusur, penghuni ditampung sementara dirumah sewa yang telah ada. 
Rumah susun sewa dibangun dan setelah pembangunan selesai penghuni dipindah ke rumah susun 
tersebut. Demikian seterusnya hingga diciptakan sistem berantai. 
 Permukiman kumuh Kemayoran diremajakan melalui pembangunan Kota Baru Bandar 
Kemayoran yang dikelola oleh BPKK (Badan Pengelola Kawasan Kemayoran). Penghuni diusahakan 
masuk ke rumah susun Kemayoran yang dibangun oleh Perumnas atau pindah ke rumah sangat 
sederhana (RSS) di Tanggerang, Depok, dan Bekasi. 
 Di Pulogadung, Perumnas membangun rumah susun di atas tanah negara yang dikuasai 
DLLAJR. Sebanyak 26 kk penghuni permukiman kumuh dipersilakan masuk ke rumah susun secara 
gratis dengan luas yang proporsional terhadap luas rumah sebelumnya dengan memilih 2 sampai 4 
modul dimana 1 modulnya sekitar 112. Pemerintah memanfaatkan tanah bekas hunian kumuh tadi 
untuk rumah susun baru dan fasilitas komersial.  
 Sebagian besar upaya peremajaan permukiman kumuh yang sudah dilakukan mendapat 
perlawanan dari masyarakat. Masalah yang biasanya timbul adalah rendahnya ganti rugi dan penghuni 
yang tidak mau pindah dari rumahnya. Prosentase jumlah penghuni lama yang menghuni rumah susun 
yang disediakan masih relatif kecil. Pada rumah susun Kebon Kacang misalnya tingkat hunian 
penghuni aslinya hanya 20%.   
Tidak mudah untuk begitu saja mencabut penduduk dari akar lingkungannya yang kumuh. Di 
banyak tempat gejala permukiman kumuh ini sudah terjadi sejak tahun 1961 sehingga sudah ada satu 
generasi yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan tersebut. Di beberapa permukiman liar dan 
kumuh ada penghuninya yang merasa tidak tenang karena tidak adanya kepastian hukum dan kondisi 
permukiman yang buruk. Tetapi ada juga yang penghuninya merasa berbahagia dan senang tinggal di 
situ di dalam kemiskinannya. Kawasan yang seperti itu umumnya dihuni oleh pemiliknya sendiri, 
biasanya terdapat ikatan kekerabatan dan asal-usul diantara mereka. Biasanya setelah beberapa 
tahun menempati daerahnya, mereka merasa tidak melanggar hukum bahkan merasa tempat itu 
sudah menjadi haknya.  
Peremajaan permukiman kumuh yang dilaksanakan pemerintah dengan semboyan 
“membangun tanpa menggusur”  ternyata belum dapat diterapkan secara baik.  Pendekatan kebijakan 
yang bersifat top-down dan kurang memperhatikan aspirasi masyarakat (grass-root) menyebabkan 
banyaknya perlawanan (resistansi) masyarakat yang daerahnya akan diremajakan. Upaya pemerintah 
dalam peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan dengan tegas mereka tentang dan kalau 
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sudah terjadi kebuntuan perundingan maka yang terjadi adalah pemaksaan kehendak pemerintah 
dengan bantuan para aparatnya.   
 
3. Alternatif Pemecahan Masalah 
Masalah kebijakan peremajaan permukiman kumuh merupakan masalah kompleks dan 
rumit. Poerbo (1990) menegaskan bahwa peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan 
lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan masalah lingkungan kumuh harus 
didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang bersifat partisipatif. Ada 
beberapa aspek dan beberapa tujuan yang harus dicapai secara simultan dalam kebijakan 
peremajaan permukiman kumuh. Dalam analisa ini penulis lebih memberikan penekanan pada analisa 
kwalitatif, dimana model yang dipakai dalam analisa permasalahan ini adalah Analisa Multi Tujuan 
(Multi goal Analysis) dengan memperhatikan pendekatan multidimensional yaitu dimensi ekonomi, 
sosial, budaya, teknis, dan planologis. 
Keberhasialan pemecahan masalah peremajaan permukiman kumuh dapat ditinjau dari 2 
aspek yaitu :  
1. Aspek Fisik :  
 tersedianya lahan dan perumahan yang legal dan layak dengan waktu  pembangunan yang 
relatif cepat 
 tersedianya sarana & prasarana permukiman untuk para penghuni permukiman yang baru 
dibangun  
 terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan teratur  
 kedekatan dengan tempat kerja dan adanya jasa transportasi yang terjangkau 
2. Aspek non-fisik : 
 terjangkaunya biaya perumahan (sewa atau KPR) 
 kesempatan meningkatkan kemampuan ekonomi  
 perubahan budaya dan pola hidup bersih, sehat, dan teratur  
 kesiapan mental dan adaptasi hidup di rumah susun 
Dalam menganalisa suatu konflik, identifikasi para aktor yang terlibat dan berpengaruh 
sangatlah penting. Pihak-pihak yang terlibat (stake holder) dalam pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh dapat diidentifikasi menjadi 3 (tiga) pihak yaitu: 
 Pihak Pemerintah 
Pihak pemerintah dalam hal ini pusat dan daerah, yang bersifat sektoral maupun koordinatif, yaitu : 
Menpera, Menegrenbangnas (Bappenas), Meneg KLH, Meneg Agraria (BPN), Mendagri, DepPU, 
Depkeu, Pemda tingkat I, dan Pemda tingkat II. 
 Pihak Swasta 
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Pihak swasta terkait dengan kebijakan ini dalam pelaksanaan relokasi dan pembangunan hunian-
hunian baru, disamping itu dapat pula sebagai investor yang akan mengelola ganti rugi terhadap 
tanah-tanah potensial dan strategis bekas permukiman kumuh. 
 Pihak Masyarakat 
Pihak masyarakat terdiri para penghuni permukiman kumuh maupun para penghuni di sekitar lokasi 
tersebut. 
Kebijakan peremajaan permukiman kumuh bertujuan agar seluruh keluarga dan anggota 
masyarakat yang menghuni permukiman kumuh dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan 
yang sehat dan teratur dengan status pemilik atau penyewa rumah. Ada 4 sasaran yang hendak 
dicapai melalui kebijakan ini dimana masing-masing sasaran tersebut memiliki hambatannya masing-
masing. Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan mutu kehidupan, penghidupan, dan martabat masyarakat penghuni permukiman 
kumuh. 
Hambatan untuk mencapai sasaran ini adalah karena penghuni merupakan golongan masyarakat 
berpenghasilan sangat rendah yang rata-rata tidak memiliki penghasilan secara tetap. Karena 
tingkat pendidikan yang rendah dan faktor budaya maka penghuni tidak memiliki pengatahuan & 
kesadaran tentang kehidupan yang bersih, sehat, dan teratur.   
b. Meningkatkan tertib bangunan dan Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai 
dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota  
Hambatan untuk mencapai sasaran ini adalah karena masyarakat yang tidak mengerti tentang 
hukum tanah dan bangunan dan pemerintah lemah dalam pengawasannya. Pemerintah sendiri 
tidak konsisten dan banyak mengabaikan rencana tata ruang (master plan) dan RTRW kota 
dengan mengganti peruntukan lahan (zoning) dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
c.  Menyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai baik dari segi kwantitas 
maupun kwalitas. 
Hambatan untuk mencapai sasaran ini adalah karena pada lingkungan permukiman yang kacau 
(tidak teratur) dan berpenduduk sangat padat sulit untuk disediakan sarana dan prasarana 
permukimannya secara memadai. Disamping itu pemerintah memiliki alokasi dana yang terbatas 
untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara keseluruhan. 
d. Mendorong efisiensi tanah perkotaan dengan pembangunan rumah-rumah susun sederhana 
Hambatan untuk mencapai sasaran ini adalah karena pembangunan rumah susun membutuhkan 
biaya yang besar dan keahlian khusus. Dari segi  sosial dan budaya, masyarakat calon penghuni 
belum terbiasa menghuni rumah susun serta sulit dalam merubah pola hidup dan kebiasaan 
sebelumnya.   
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Dalam kaitannya dengan upaya melihat kondisi permukiman kumuh ada beberapa variable 
yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan pemecahan masalah. Menurut Kelompok Pengkajian 
Sistem Perkotaan BPPT (Sewoyo, 1990) variabel-variabel tersebut adalah :   
1. Asal penghuni, sifat tinggalnya, dan berapa lama telah menghuni.  
2. Tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, penghasilan, dan lokasi bekerja. 
3. status rumah dan tanah yang ditempati. 
4. Kondisi fisik rumah dan penghuni rumah (klasifikasi bangunan, luas lantai bangunan, jumlah 
ruang, banyaknya orang per rumah). 
5. Pendapat penghuni tentang permukiman yang ditempatinya (faktor positif dan negatif lingkungan 
perumahan yang ditempati). 
Ada beberapa pola yang sudah dikenal dalam pemecahan masalah peremajaan lingkungan 
permukiman kumuh di negara-negara berkembang. Sukmanto (dalam Komarudin, 1997) menyatakan 
ada empat pola peremajaan lingkungan kumuh yaitu : 
- Relokasi (resettlement) : pelaksanaannya bisa dilakukan semacam transmigrasi bedol desa. 
- Pembebasan tanah : memberi peluang bagi warga setempat untuk tinggal di rumah susun atau 
pindah ke daerah lain di pinggiran kota. 
- Konsolidasi tanah (penataan kembali) : penggefektifan tanah dan wilayah perkotaan. 
- Partisipasi masyarakat setempat dengan sistem land-banking : dengan pengendalian harga tanah 
dan memperhatikan analisa biaya manfaat (cost benefit analysis). 
Pemerintah selama ini juga telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan peremajaan 
permukiman kumuh di pedesaan maupun di perkotaan. Program-program atau tindakan-tindakan yang 
pernah dijalankan oleh pemerintah sampai saat ini untuk peremajaan permukiman kumuh di perkotaan 
dapat diuraikan sebagai berikut :  
 Program perbaikan kampung (MHT, KIP, IUDP) dan GRIMP (Gradual Improvement Program). 
 Relokasi dan penataan permukiman kumuh dengan membangun rumah susun sederhana yang 
disewakan kepada penghuni lama. 
 Penataan daerah kumuh dengan memasukan Perumnas (penghuni lama menyewa dengan biaya 
murah sebesar operating-cost saja). 
 Pembangunan rumah susun sederhana (penghuni lama diberi ganti rugi yang cukup untuk 
membayar uang muka KPR). 
 Pembebasan tanah dan pelibatan peran swasta (Pembangunan lingkungan permukiman kumuh 
menjadi kawasan permukiman, pertokoan, & perkantoran). 
 Program Pembangunan yang Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) yaitu program yang 
menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membangun lingkungannya dengan bantun 
konsultan pembangun. 
Dari pola-pola peremajaan dan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam 
peremajaan lingkungan kumuh, maka penulis menetapkan empat buah alternatif pemecahan masalah 
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kebijakan yang sekiranya relevan untuk dianalisa efisiensi dan efektifitasnya bila diterapkan pada 
penghuni permukiman kumuh. Seperti telah diuraikan sebelumnya, ukuran keberhasilan pemecahan 
masalah peremajaan permukiman kumuh ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non-
fisik. Oleh sebab itu perbandingan ketiga alternatif yang diajukan menggunakan pendekatan kedua 
aspek tersebut dalam membandingkan keberhasilan pemecahan masalahnya. Perlu disampaikan 
disini bahwa baik aspek fisik dan aspek non-fisik adalah sama pentingnya sehingga keduanya sama-
sama perlu diperhatikan.  
Masing-masing alternatif pemecahan masalah tersebut memiliki eksternalitas, baik 
eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Disamping itu, tingkat (besarnya) eksternalitas juga 
perlu dipertimbangkan karena eksternalitas (negatif atau positif) yang sangat besar akan sangat 
berdampak pada keberhasilan sebuah alternatif.   
Rumusan alternatif pemecahan masalah peremajaan permukiman kumuh tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 Alternatif 1 :  
Relokasi dan penataan permukiman kumuh dengan membangun rumah susun sederhana yang 
disewakan kepada penghuni lama. 
Eksternalitas : 
- Kemudahan berpindah tempat bagi penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau 
bekerja musiman. 
- Kurangnya “sense of belonging” dan tanggung jawab dari para penghuni rumah susun sewa 
sehingga faktor kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan cenderung untuk diabaikan 
oleh penghhuni. 
Batasan implementasi :  
- Alternatif ini dapat digunakan terutama untuk permukiman kumuh yang liar atau menempati 
tanah negara. 
- Alternatif ini lebih fleksibel dan terjangkau dalam jumlah dan jangka waktu pembayaran (sewa) 
sehingga cocok untuk penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. 
 Alternatif 2 :  
Pembangunan rumah susun sederhana dan penghuni lama diberi ganti rugi yang cukup untuk 
membayar uang muka KPR rusun tersebut. 
Eksternalitas : 
- Besarnya kesadaran dan tanggung jawab penghuni untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan 
ketertiban lingkungannya. 
- Rumah susun sederhana yang disediakan bisa dijual lagi oleh bekas penghuni permukiman 
kumuh ke orang-orang yang mampu membeli sehingga permukiman yang baru dibangun 
nantinya bukan dihuni oleh penghuni lama tetapi penghuni lama pindah ke tempat lain dan 
membangunan permukiman kumuh baru. 
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Batasan Implementasi : 
- Alternatif ini terbatas pada permukiman kumuh dengan status tanah yang legal sehingga hasil 
ganti rugi tanah mereka dapat digunakan untuk uang muka dan cicilan KPR rumah susun 
sederhana. 
- Alternatif ini lebih cocok untuk penghuni yang sebagian besar mempunyai pekerjaan yang tidak 
berpindah-pindah tempat dan tempat kerjanya tidak jauh dari lingkungan permukiman barunya.  
 Alternatif 3 :  
Pelibatan peran swasta untuk pembebasan tanah dan pembangunan dari permukiman kumuh 
menjadi kawasan permukiman, pertokoan, & perkantoran dengan sistem subsidi silang. 
Eksternalitas : 
- Penduduk dapat mengisi kebutuhan lapangan kerja yang dibutuhkan dengan berdirinya pusat-
pusat perdagangan, perkantoran, atau permukiman mewah. 
- Kecemburuan sosial dan kurang adilnya pihak swasta dalam ganti rugi dan subsidi silang 
terhadap penghuni lama. Adanya kemungkinan pihak swasta merelokasikan penghuni lama 
ketempat yang jauh (pinggir kota). 
Batasan Implementasi : 
- Alternatif ini terbatas pada permukiman kumuh di atas tanah legal yang berada dilokasi strategis 
mendukung fungsi kota sehingga para investor (developer) tertarik untuk mengembangkan 
kawasan tersebut. Pihak investor dapat menyediakan rumah susun sederhana untuk relokasi di 
kawasan tersebut dengan sistem subsidi silang.  
- Apabila tanah yang ditempati adalah tidak legal maka investor harus bekerja sama dengan 
pemerintah untuk menyediakan rumah susun sewa sederhana. 
 
4. Strategi Implementasi  
Dari pembahasan diatas, kita telah mendapatkan gambaran umum tentang berbagai jenis 
dan kondisi permukiman kumuh. Keberhasilan sebuah alternatif kebijakan sangat tergantung dari 
kriteria yang sesuai (menunjang) dengan alternatif tersebut. Berdasarkan analisa, penulis 
mengelompokan 4 kriteria berdasarkan karakteristik umum permukiman kumuh yang ada di DKI 
Jakarta.  
Kriteria 1 : Status kepemilikan tanah 
a. Tanah milik (legal) : 
     Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 2 dan 3 
b. Tanah bukan milik (ilegal) : 
     Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 1 
 Kriteria 2 : Letak (lokasi) permukiman  
a. Terletak di daerah strategis untuk komersial: 
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 3 
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b. Terletak di bukan daerah strategis untuk komersial  
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 1 dan 2 
Kriteria 3 : Pekerjaan sebagian besar penghuni  
a. Mempunyai pekerjaan yang tetap (dekat dengan hunian): 
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 2  
b. Mempunyai pekerjaan yang berpindah-pindah: 
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 1 
Kriteria 4 : Luas lingkungan permukiman   
a. Lingkungan permukiman kumuh yang luas: 
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 2 dan 3 
b. Lingkungan permukiman kumuh yang tidak luas 
Alternatif yang sesuai untuk dijalankan adalah alternatif 1 
Metode yang dipakai dalam analisa ini adalah Analisa Multi Tujuan, oleh sebab itu analisa ini 
tidak menghasilkan satu pemecahan masalah yang bisa dipakai disemua kasus. Alternatif kebijakan 
yang diajukan dalam pemecahan masalah permukiman kumuh tidak dapat bersifat tipikal tetapi harus 
disesuaikan kondisi lingkungan yang bersangkutan. Secara keseluruhan maka alternatif yang sesuai 
kriteria yang ada dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 1.  Strategi Implementasi  
 
  Kriteria 1 
(Status tanah) 
Kriteria 2 
(lokasi) 
Kriteria 3 
(Pekerjaan)  
Kriteria 4 
(Luas daerah) 
 
Legal 
 
Ilegal 
Strate- 
gis 
 
biasa 
 
Tetap 
Berpin- 
dah 
 
Luas 
 
Sempit 
 
Alternatif 1 
 
 
 
X 
  
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
Alternatif 2 
 
X 
   
X 
 
X 
  
X 
 
 
 
Alternatif 3 
 
X 
  
X 
  
 
  
X 
 
 
 
Kondisi permukiman kumuh pada kenyataannya merupakan gabungan atau kombinasi dari 
beberapa kondisi dari kriteria yang telah dipaparkan diatas. Oleh sebab itu alternatif yang dijalankan 
dapat salah satu, kombinasi dua alternatif, atau mungkin juga kombinasi tiga alternatif. Jadi dalam hal 
ini perlu ditekankan bahwa tidak ada alternatif pemecahan masalah yang dominan, semua tergantung 
pada spesifikasi dan karakteristik dari permukimannya itu sendiri.  
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Sebisa mungkin jangan merelokasi permukiman ke daerah yang jauh (pinggiran kota) karena 
akan menjauhkan mereka dari tempat bekerjanya sehingga bisa dipastikan banyak yang menolak. 
Tipe perumahan yang menggunakan tipe rumah susun sudah cukup efektif untuk memperkecil rasio 
pemakaian tanah.  
Sejak awal masyarakat (penghuni setempat) harus sudah dilibatkan dalam prosesnya dan 
dikembangkan aspirasinya. Hal ini untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa program ini 
adalah program mereka dan bukannya program pemerintah (Parwoto, 1999). Bersamaan dengan itu 
pada setiap tahapnya harus dimasukkan unsur edukasi dan sosialisasi tentang perlunya hidup yang 
bersih, sehat, dan teratur sehingga tercipta pergeseran persepsi mengenai permukiman yang ideal. 
Pada masa penyusunan studi kelayakan (feasibility study) proyek harus lebih memperhatikan kondisi 
dan karakteristik sosial dan budaya dari penghuni.  Dengan demikian dapat diketahui apa yang 
diinginkan oleh para penghuni, pada bagian mana bidang penyuluhan dibutuhkan, dan bagaimana 
cara penyuluhan yang paling efektif.  
Khusus untuk peremajaan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pihak swasta dengan 
sistem subsidi silang, harus lebih banyak diperhatikan masalah eksternalitas sosial (social cost). Hal ini 
disebabkan karena dengan dirubahnya daerah tersebut menjadi daerah komersial akan memicu 
kecemburuan sosial dari penduduk aslinya. Untuk mengeliminir hal tersebut maka sejak dari awal 
perencanaan harus berdasarkan pada konsep saling menguntungkan (mutualisme) antar stake holder.  
 
5. P e n u t u p 
 Peremajaan lingkungan kumuh menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan 
masyarakat. Pemecahan masalah lingkungan kumuh harus didasarkan atas kondisi setempat yang 
spesifik dan pendekatan yang bersifat partisipatif. Keberhasialan pemecahan masalah peremajaan 
permukiman kumuh harus mencakup aspek fisik dan non-fisik. Masing-masing stake holder (penghuni, 
pemerintah, dan swasta) harus benar-benar dilibatkan secara seimbang dalam pengambilan 
keputusan dan implementasi. 
Pola peremajaan permukiman kumuh harus disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan 
daerah setempat . Pola relokasi dan penataan permukiman kumuh dengan membangun rumah susun 
sederhana yang disewakan kepada penghuni lama  lebih sesuai untuk kasus status tanah ilegal, lokasi 
kurang strategis, pekerjaan penduduk berpindah, dan daerah permukiman yang kecil. Pola 
Pembangunan rumah susun sederhana dan penghuni lama diberi ganti rugi yang cukup untuk 
membayar uang muka KPR rusun tersebut lebih sesuai untuk kasus status tanah legal, lokasi kurang 
strategis, pekerjaan penduduk tetap, dan daerah permukiman yang besar. Pola pelibatan peran 
swasta untuk pembebasan tanah dan pembangunan dari permukiman kumuh menjadi kawasan 
permukiman, pertokoan, dan perkantoran dengan sistem subsidi silang lebih sesuai untuk kasus status 
tanah legal, lokasi sangat strategis, pekerjaan penduduk tetap atau berpindah, dan daerah 
permukiman yang besar. 
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Strategi implementasi peremajaan permukiman kumuh secara keseluruhan (untuk semua 
alternatif diatas), pertama-tama harus memakai pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat 
terarah/memihak (targeted), pertisipatif (participatory), dan bertumpu pada kelompok (community 
based). Sejak awal masyarakat (penghuni setempat) harus sudah dilibatkan dalam prosesnya dan 
dikembangkan aspirasinya. Hal ini untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa program ini 
adalah program mereka dan bukannya program pemerintah. Bersamaan dengan itu pada setiap 
tahapnya harus dimasukkan unsur edukasi dan sosialisasi tentang perlunya hidup yang bersih, sehat, 
dan teratur sehingga tercipta pergeseran persepsi mengenai permukiman yang ideal.  
Disamping itu seringkali terdapat interelasi komponen antar proyek dimana intervensi teknik 
dan sosio-ekonomi harus disesuaikan secara mutual. Interelasi ini berada diluar jangkauan organisasi 
pemerintah daerah, oleh sebab itu dibutuhkan perubahan perilaku organisasi yang menuju pada 
konsep Strategic urban management. Pendekatan koordinatif yang lebih bersifat wilayah (regional) 
lebih efektif dan efisien dari pada pendekatan yang bersifat sektoral yang tumpang tindih. 
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